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Abstract. E-Court is the implementation of PERMA Number 7 of 2022 concerning Electronic Court 
Administration of Cases and Trials in Courts, implemented by the Gresik Religious Court since 2019 as 
an effort to provide services to the public seeking justice in the civil sector by registering cases online. 
This study describes how efficient e-Court at the Gresik Religious Court is in providing case services to 
the public seeking justice. The research design used in this study is included in the category of qualitative 
legal research. The results of the study indicate that the implementation of e-Court at the Gresik 
Religious Court has created effectiveness in providing services. However, there are still challenges in its 
implementation, such as the adaptation of a small portion of the community. Overall, the benefits are 
much greater. The conclusion obtained from this study shows that the implementation of e-Court in the 
Gresik Religious Court has been running quite efficiently, especially in terms of administrative efficiency 
and services for professional users, as seen from the Number of Cases Registered via e-Court, Increase in 
the number of cases registered electronically, Reduction in Case Processing Time, Reduction in Queues 
at PTSP, User Satisfaction Level, Efficiency of Court Operational Costs, Success Rate of Online Payments, 
Accessibility and Transparency. 
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Abstrak. E-Court merupakan implementasi dari PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Penyelenggaraan Perkara dan Persidangan di Pengadilan Elektronik, yang dilaksanakan oleh 
Pengadilan Agama Gresik sejak tahun 2019 sebagai upaya memberikan pelayanan kepada 
masyarakat yang mencari keadilan di bidang perdata dengan mendaftarkan perkara secara online. 
Studi ini menjelaskan betapa efisiennya e-Court di Pengadilan Agama Gresik dalam memberikan 
layanan perkara kepada masyarakat yang mencari keadilan. Desain penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa penerapan e-Court di Pengadilan Agama Gresik telah menciptakan efektivitas dalam 
memberikan pelayanan. Namun, masih ada tantangan dalam pelaksanaannya, seperti adaptasi 
sebagian kecil masyarakat. Secara keseluruhan, manfaatnya jauh lebih besar. Kesimpulan yang 
diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Gresik 
telah berjalan cukup efisien, terutama dari sisi efisiensi administrasi dan pelayanan bagi pengguna 
profesional, terlihat dari Jumlah Perkara yang Didaftarkan melalui e-Court, Peningkatan jumlah 
perkara yang didaftarkan secara elektronik, Pengurangan Waktu Pemrosesan Perkara,  Pengurangan 
antrian di PTSP, tingkat kepuasan pengguna, efisiensi biaya operasional pengadilan, tingkat 
keberhasilan pembayaran online, aksesibilitas dan transparansi. 
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LATAR BELAKANG 

Indonesia memiliki berbagai lembaga hukum yang menjalankan fungsi 

penegakan hukum, salah satunya adalah pengadilan agama. Sebagai lembaga 

peradilan tingkat pertama, pengadilan agama memiliki kewenangan untuk 

menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Di 

tingkat kabupaten atau kota, termasuk di Kabupaten Gresik, pengadilan agama 

memainkan peran penting dalam menangani perkara seperti perkawinan, warisan, 

wakaf, hibah, zakat, infak, sedekah, serta sengketa ekonomi syariah. Peran ini 

menjadi sangat strategis mengingat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap 

layanan hukum yang berbasis nilai-nilai keislaman. Namun, di tengah kompleksitas 

birokrasi dan besarnya beban perkara, efektivitas pelayanan menjadi tantangan 

tersendiri bagi lembaga ini. 

Salah satu kendala utama dalam sistem peradilan adalah lambannya proses 

hukum, terutama dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil. 

Kondisi ini menunjukkan urgensi pengembangan teknologi dalam sistem peradilan 

untuk menjawab kebutuhan efisiensi dan kecepatan pelayanan hukum. Penggunaan 

teknologi informasi telah menjadi keniscayaan dalam manajemen organisasi 

modern, termasuk lembaga peradilan. Di lingkungan Pengadilan Agama Gresik, hal 

ini diwujudkan melalui penerapan sistem E-Court, sebuah inovasi digital yang 

mempermudah proses administrasi perkara secara daring. Inovasi ini dirancang 

untuk mempercepat proses pendaftaran, penyampaian dokumen, dan penyelesaian 

perkara secara lebih transparan dan efisien. 

Implementasi E-Court diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik, yang menggantikan peraturan sebelumnya. 

Peraturan ini menjadi dasar hukum pelaksanaan administrasi perkara secara 

elektronik di semua lingkungan peradilan, termasuk pengadilan agama. Melalui 

aplikasi E-Court, masyarakat dapat mendaftarkan perkaranya secara daring tanpa 

harus datang langsung ke pengadilan. Hal ini diharapkan mampu memperluas akses 

terhadap keadilan, meminimalisasi biaya dan waktu, serta mengurangi potensi 

praktik korupsi atau pungutan liar dalam proses administrasi perkara. 
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Selain menawarkan kemudahan teknis, penggunaan E-Court juga membawa 

implikasi terhadap integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan. Proses yang 

lebih terdokumentasi dan terdigitalisasi memungkinkan pengawasan yang lebih 

ketat terhadap jalannya perkara. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui 

seberapa efektif sistem ini telah berjalan di lingkungan Pengadilan Agama Gresik. 

Efektivitas ini tidak hanya diukur dari kecepatan proses, tetapi juga dari kualitas 

layanan, kepuasan para pihak, serta kemampuan sistem dalam meminimalisasi 

kesalahan administratif. Evaluasi terhadap hal ini menjadi penting untuk 

memastikan bahwa transformasi digital benar-benar memberi dampak positif bagi 

pelayanan hukum. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan implementasi pelayanan perkara melalui sistem E-Court di Pengadilan 

Agama Gresik. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengkaji sejauh mana sistem 

tersebut dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan perkara di lembaga tersebut. 

Dengan memahami kedua aspek ini, diharapkan penelitian dapat memberikan 

kontribusi terhadap pengembangan layanan peradilan berbasis teknologi, 

khususnya di lingkungan peradilan agama yang sering kali menghadapi tantangan 

administratif dan geografis dalam memberikan layanan kepada masyarakat. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum kualitatif, yang 

bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses dan 

efisiensi implementasi sistem E-Court di Pengadilan Agama Gresik. Penelitian 

kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa narasi, kata-kata, dan tindakan yang 

diperoleh dari hasil observasi serta wawancara dengan berbagai pihak terkait. 

Fokus pendekatan ini bukan pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada 

eksplorasi makna, pemahaman subjektif, serta konteks sosial di balik penerapan 

kebijakan peradilan elektronik. Dengan demikian, metode ini dianggap paling sesuai 

untuk menggali dinamika penerapan teknologi dalam sistem hukum berbasis agama 

di tingkat lokal. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. 

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan 
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berbagai informan kunci seperti advokat, petugas E-Court, Panitera Muda, serta 

para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Gresik. Di samping itu, peneliti 

juga melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan proses administratif dan 

teknis sistem E-Court guna menangkap realitas faktual dan kendala di lapangan. 

Adapun data sekunder meliputi bahan-bahan dokumenter seperti buku, jurnal 

ilmiah, laporan penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta 

dokumen hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: observasi, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mencermati 

proses kerja sistem E-Court secara langsung, sementara wawancara dilakukan guna 

menggali perspektif para pelaku dan pengguna sistem. Dokumentasi digunakan 

sebagai pelengkap yang memberikan landasan teoretik dan yuridis atas data 

lapangan yang diperoleh. Pendekatan triangulasi ini bertujuan untuk memastikan 

keabsahan data melalui berbagai sumber dan metode yang saling melengkapi. 

Dalam menganalisis data, peneliti melakukan proses pengolahan data 

kualitatif secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Hasil wawancara dan observasi kemudian diinterpretasikan 

dengan mengaitkannya pada teori-teori hukum dan manajemen pelayanan publik 

yang relevan. Selain itu, peneliti juga mengkaji dokumen hukum untuk memahami 

kerangka normatif yang melandasi implementasi sistem E-Court. Analisis ini 

dilakukan secara induktif untuk memperoleh temuan yang bersifat kontekstual dan 

menggambarkan realitas implementasi E-Court secara menyeluruh. 

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengungkap sejauh 

mana efektivitas dan efisiensi sistem E-Court telah terwujud di Pengadilan Agama 

Gresik. Temuan yang dihasilkan tidak hanya memberikan gambaran praktis 

mengenai pelaksanaan sistem, tetapi juga menyajikan refleksi kritis terhadap 

peluang dan tantangan yang dihadapi dalam digitalisasi layanan peradilan agama. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi 

akademik dan praktis dalam pengembangan sistem hukum berbasis teknologi di 

Indonesia. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Gresik, sebuah lembaga 

peradilan tingkat pertama yang berada dalam lingkungan Peradilan Agama di 

bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi di 

wilayah administratif Kabupaten Gresik dan bertugas menyelesaikan perkara-

perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama. Dalam konteks pelayanan 

berbasis elektronik, Pengadilan Agama Gresik telah mengimplementasikan sistem 

E-Court untuk menangani hampir seluruh jenis perkara yang termasuk dalam 

lingkup kewenangannya. Jenis perkara tersebut meliputi perceraian (cerai gugat 

dan cerai talak), itsbat nikah (pengesahan perkawinan), perwalian dan hadhanah 

(pengasuhan anak), nafkah (nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak), sengketa harta 

bersama (gono-gini), warisan, wakaf, hibah, serta eksekusi putusan dan berbagai 

perkara perdata lainnya yang diatur dalam hukum keluarga Islam. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan panitera, advokat, serta 

pengguna layanan dari kalangan masyarakat, diketahui bahwa proses implementasi 

E-Court di Pengadilan Agama Gresik telah berlangsung secara bertahap sejak tahun 

2019. Tahapan-tahapan tersebut menunjukkan adanya upaya sistematis dalam 

membangun kesiapan internal dan eksternal lembaga terhadap sistem digitalisasi 

peradilan. Implementasi ini tidak bersifat instan, melainkan melalui proses adaptasi 

yang berkesinambungan, mengingat transformasi digital membutuhkan perubahan 

pola kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan 

infrastruktur yang memadai. 

Beberapa tahapan penting dalam proses implementasi E-Court di Pengadilan 

Agama Gresik dapat diidentifikasi. Pertama, dilakukan sosialisasi internal kepada 

seluruh pegawai melalui pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah 

Agung. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali aparat pengadilan dengan 

pemahaman dan keterampilan teknis dalam pengoperasian sistem E-Court. Kedua, 

dilakukan sosialisasi eksternal kepada masyarakat umum dan kalangan profesional 

hukum, terutama advokat, melalui berbagai saluran komunikasi seperti website 

resmi pengadilan, media sosial, serta loket informasi yang tersedia di lingkungan 

pengadilan. 
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Tahap ketiga mencakup penyediaan dan penguatan infrastruktur pendukung 

sebagai prasyarat utama digitalisasi layanan. Pengadilan Agama Gresik melengkapi 

fasilitasnya dengan jaringan internet yang stabil, perangkat komputer dan scanner, 

serta sistem keamanan data untuk menjaga kerahasiaan dan integritas informasi 

perkara. Ketersediaan infrastruktur ini menjadi aspek krusial dalam menjamin 

kelancaran dan keandalan pelaksanaan sistem E-Court, khususnya dalam hal 

pendaftaran perkara, pertukaran dokumen, dan komunikasi antar pihak secara 

daring. 

Implementasi bertahap ini mencerminkan pendekatan yang responsif 

terhadap tantangan teknis dan sosio-kultural yang mungkin muncul dalam proses 

digitalisasi lembaga hukum. Pengalaman Pengadilan Agama Gresik dapat menjadi 

contoh menarik bagi lembaga peradilan lain dalam mengadopsi sistem E-Court, 

terutama dalam konteks membangun kesiapan kelembagaan dan meningkatkan 

literasi teknologi hukum di kalangan pengguna layanan. Dengan demikian, kajian ini 

tidak hanya mengamati praktik implementasi, tetapi juga menyoroti strategi-

strategi adaptasi yang relevan dalam transformasi digital peradilan agama. 

Implementasi sistem E-Court di Pengadilan Agama Gresik telah menunjukkan 

tingkat efektivitas yang cukup tinggi, khususnya dalam hal efisiensi administrasi 

dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap pengguna profesional seperti 

advokat. Efektivitas ini tercermin dari berbagai indikator kuantitatif dan kualitatif 

yang berhasil dihimpun melalui observasi dan wawancara. Pertama, terdapat 

peningkatan signifikan dalam jumlah perkara yang didaftarkan secara elektronik 

melalui sistem E-Court dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan adanya penerimaan 

yang positif dari masyarakat terhadap sistem digital ini serta meningkatnya literasi 

digital di kalangan pengguna layanan peradilan. 

Kedua, dari sisi durasi penanganan perkara, data menunjukkan adanya 

penurunan rata-rata waktu penyelesaian perkara dibandingkan dengan sebelum 

diterapkannya sistem E-Court. Proses administrasi yang sebelumnya memerlukan 

banyak tahapan manual kini dapat dilakukan secara otomatis dan simultan melalui 

platform daring, sehingga mempercepat alur penyelesaian perkara. Ketiga, 

pengurangan antrean di loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjadi bukti 
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konkret efisiensi layanan, karena sebagian besar proses seperti pendaftaran 

perkara dan penyampaian dokumen dapat dilakukan tanpa kehadiran fisik. 

Keempat, dari aspek kepuasan pengguna, baik advokat maupun masyarakat 

umum memberikan umpan balik yang positif terhadap kemudahan yang ditawarkan 

oleh sistem ini. Survei informal menunjukkan bahwa mayoritas pengguna merasa 

sistem E-Court lebih praktis, efisien, dan transparan dibandingkan prosedur 

konvensional. Kelima, secara operasional, sistem ini juga berkontribusi terhadap 

efisiensi anggaran pengadilan. Penggunaan kertas, biaya pos, dan waktu sumber 

daya manusia dapat ditekan secara signifikan. Misalnya, biaya perkara yang 

sebelumnya berkisar Rp1.500.000 dapat ditekan hingga Rp400.000 berkat 

digitalisasi dokumen dan pemanggilan elektronik. 

Keenam, keberhasilan penerapan sistem pembayaran elektronik (e-Payment) 

juga menjadi indikator keberhasilan lain. Sebagian besar panjar biaya perkara kini 

dibayarkan secara daring melalui kanal pembayaran yang telah terintegrasi dalam 

sistem, memudahkan pengguna dan memperkecil potensi kebocoran anggaran. 

Ketujuh, dari sisi transparansi dan aksesibilitas, E-Court memungkinkan para pihak 

untuk memantau perkembangan perkara secara real-time, mengakses jadwal 

sidang, dan melihat dokumen terkait tanpa harus datang langsung ke pengadilan. 

Fitur ini memberikan dampak positif bagi pihak yang berdomisili jauh dari lokasi 

pengadilan karena mereka dapat mengakses sistem kapan saja dan dari mana saja. 

Secara keseluruhan, capaian-capaian ini menunjukkan bahwa sistem E-Court 

di Pengadilan Agama Gresik telah berfungsi tidak hanya sebagai alat bantu 

administratif, tetapi juga sebagai instrumen reformasi birokrasi peradilan menuju 

sistem yang lebih efisien, responsif, dan transparan. Dengan pendekatan yang 

adaptif dan dukungan teknologi yang memadai, sistem ini berpotensi menjadi 

model praktik terbaik (best practice) bagi lembaga peradilan lainnya di Indonesia 

dalam memperluas akses terhadap keadilan berbasis teknologi. 

Meskipun sistem E-Court di Pengadilan Agama Gresik telah menunjukkan 

sejumlah capaian positif, penerapannya tidak sepenuhnya tanpa tantangan. Salah 

satu kendala utama yang muncul adalah kesenjangan kemampuan adaptasi di 

kalangan masyarakat, terutama mereka yang berdomisili di daerah pinggiran atau 
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memiliki tingkat literasi digital yang rendah. Dalam konteks ini, memaksakan 

penggunaan sistem E-Court kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa 

memperhatikan kesiapan sosial, ekonomi, dan kultural mereka, berisiko 

menghambat akses terhadap keadilan. Pandangan ini diperkuat oleh beberapa 

tanggapan dari pengguna layanan, yang menyatakan bahwa sebagian masyarakat 

masih merasa kesulitan dalam menggunakan sistem digital tersebut, baik karena 

keterbatasan perangkat teknologi maupun minimnya pemahaman teknis. 

Penerapan sistem peradilan berbasis elektronik memang menawarkan 

efisiensi yang signifikan, namun apabila dijalankan secara seragam tanpa kebijakan 

afirmatif, maka akan menimbulkan eksklusi terhadap kelompok rentan yang tidak 

memiliki akses atau kemampuan yang memadai. Hal ini dikhawatirkan dapat 

memperlebar jurang akses keadilan, yang seharusnya justru dipersempit melalui 

inovasi teknologi. Oleh karena itu, pendekatan implementatif yang lebih inklusif 

perlu dirumuskan, misalnya melalui penyediaan pendampingan teknis di tingkat 

kecamatan atau pelibatan lembaga bantuan hukum untuk mendampingi 

masyarakat awam dalam proses pendaftaran perkara secara daring. 

Berdasarkan data statistik perkara yang masuk di Pengadilan Agama Gresik 

selama enam tahun terakhir, terlihat dinamika dalam penggunaan sistem E-Court. 

Pada tahun 2019, dari 908 perkara yang masuk, hanya 76 yang didaftarkan melalui 

E-Court (8,3%). Angka ini meningkat pada tahun 2020 menjadi 378 perkara dari 

total 2.918 (12,9%), namun mengalami penurunan kembali di tahun 2021 dengan 

hanya 217 perkara dari 3.273 (6,6%). Tren fluktuatif ini menunjukkan bahwa 

penerimaan terhadap E-Court tidak bersifat linier, dan dipengaruhi oleh banyak 

faktor seperti kesiapan infrastruktur, intensitas sosialisasi, dan faktor eksternal 

lainnya. 

Meskipun demikian, terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2024, di mana 524 

perkara dari 1.302 (40,2%) didaftarkan secara daring, hingga akhirnya pada tahun 

2025 seluruh perkara (1.475) didaftarkan melalui sistem E-Court, mencapai angka 

100%. Capaian ini patut diapresiasi sebagai hasil dari proses transisi dan adaptasi 

yang berlangsung selama enam tahun terakhir. Namun demikian, angka ini juga 

perlu dianalisis secara kritis: apakah peningkatan ini mencerminkan keberhasilan 
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sosialisasi dan peningkatan literasi digital, atau justru karena sistem manual telah 

dihapus tanpa adanya opsi alternatif yang memadai bagi masyarakat yang belum 

siap secara teknologi. 

Dengan demikian, meskipun manfaat implementasi E-Court sangat jelas dalam 

aspek efisiensi dan transparansi, tetap diperlukan upaya reflektif untuk memastikan 

bahwa sistem ini benar-benar berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat. Prinsip 

akses terhadap keadilan harus menjadi prioritas utama dalam setiap inovasi 

pelayanan publik, agar transformasi digital tidak menciptakan ketimpangan baru 

dalam sistem hukum. Oleh karena itu, ke depan diperlukan strategi kebijakan yang 

lebih adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat lokal, guna menjaga 

keseimbangan antara kemajuan teknologi dan keadilan sosial. 

  

 

 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas implementasi E-Court di 

Pengadilan Agama Gresik, dapat disimpulkan bahwa sistem ini telah diterapkan 

secara komprehensif mencakup lima layanan utama, yaitu e-Filing, e-Summon, e-

Payment, e-Litigation, dan e-Notification. Prosedur pendaftaran perkara melalui 

E-Court dimulai dari login akun pengguna, pemilihan jenis perkara, pengisian data 

perkara, pengunggahan dokumen, penetapan panjar biaya perkara, pembayaran 

melalui sistem elektronik, verifikasi pembayaran, hingga akhirnya penetapan 

nomor perkara. Proses ini dirancang untuk memangkas waktu, meningkatkan 

efisiensi administratif, dan memperluas akses terhadap layanan peradilan, terutama 

bagi pengguna profesional seperti advokat. 

Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Gresik terbukti cukup efisien 

berdasarkan beberapa indikator penting. Antrean di meja Pelayanan Terpadu Satu 

Tahun Perkara 
masuk  

E-Court Non E-
Court 

Presentase  

2019 908 76 832 8,3 % 

2020 2918 378 2540 12,9 % 

2021 3273 217 3056 6,6 % 

2022 3381 297 3084 8,7 % 

2023 2842 298 2544 10,4 % 

2024 1302 524 778 40,2 % 

2025 1475 1475 0 100% 
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Pintu (PTSP) mengalami penurunan signifikan karena sebagian besar pendaftaran 

dilakukan secara daring. Waktu proses persidangan pun menjadi lebih singkat, 

terutama pada tahapan administratif seperti pemanggilan dan pertukaran 

dokumen. Kemampuan advokat dan pihak berperkara untuk mengunggah dokumen 

kapan saja dan dari mana saja sangat membantu, terutama bagi mereka yang 

berdomisili jauh dari pengadilan. Meskipun masih terdapat tantangan, seperti 

keterbatasan adaptasi sebagian kecil masyarakat yang belum melek teknologi, 

secara umum manfaat dari implementasi E-Court jauh lebih besar dalam 

mendukung modernisasi, efisiensi, dan aksesibilitas sistem peradilan agama. 
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